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ABSTRACT 

ANALYSIS OF GOVERNMENTAL PERFORMANCE IN S UB-DISTRICT 
INTHE REGI ONAL AUTONOMY E RA AT KOTA P INANG, S OUTH 

LABUHANBATU REGENCY, NORTH SUMATERA PR OVINC E 

Name : S ayur Matua B Harahap, Reg. No. 081801094 

South Labuhanbatu regency is fonned based on Act No 22 of 2008 and 
it is as the extension area from Labuhanbatu regency. Based on the Rules of 
Regent No 5 of 2009 concerning with the arrangement on the structural 
o1'ganization and wo1'king o1'de1' of sub-distl'ict government, the government 
of South Labuhanbatu regency establishes the fonning of 7 (seven) sub-districts 
in the South Labuhanbatu Regency. One of the sub-districts formed is Kola 
Pinang sub-district. It is expected that the fo1'ming of the new sub-district will 
able to implement the tasks and functions in giving the service for the society. 
Hence, there are some aspects to prepare namely human resources, financial 
secto1', facilities and infrastroctur-es. 

This research is intended to know the governmental performance in 
sub-district in the regional autonomy era at Kota Pinang sub-district, South 
Labuhan Batu regency. The method used is desaiptive research with the data 
taken from the interview. The informants are the officers in the sub-district, 
head of village, member of regional development and the community. The 
analysis of data is conducted using qualitative desaiptive analysis. 

The result of the research shows that after the regional autonomy due to 
the routine budget and the development of sub-district in Kota Pinang, all still 
depend on the Regional Income Budget of regency. In the technology mastery, 
to add the quality of service given, the ability of the officers should be 
increased Mostly, the officers do not able to operate the computer and 
information technology. Thus, the readiness of the governmental officers should 
be added due to the progress of development. With the regional autonomy, it 
increases the role of the government of Kola Pinang sub-district. It is seen that 
previously, it was as the administrative area and it changes into Regional 
Officers with working area and as the facilitator for the development in its 
region. Additional authority is also given by the regency to manage the works 
which is later delegated to the sub-district. The success level achieved by Kola 
Pinang sub-district is categorized good since the realization of the target for 
93,5% can be achieved. In general, the result of the program or the policy to 
be done by Ko ta Pinang sub-district may fulfill the needs and aspiration of the 
people. However, it can not achieve all aspects because of the limited 
availability of fund. Consequently, the program is done according to the priority. 

words governmental perfonnance, sub-district government, regional 
autonomy. 

iv 

o1'ganization and wo1'king o1'de1' of sub-distl'ict government, the 
South Labuhanbatu regency establishes the fonning of 7 (seven) 

South Labuhanbatu Regency. One of the sub-districts formed 
Pinang sub-district. It is expected that the fo1'ming of the new sub-district 

to implement the tasks and functions in giving the service for 
Hence, there are some aspects to prepare namely human resources, 
secto1', facilities and infrastroctur-es. 

This research is intended to know the governmental performance 
sub-district in the regional autonomy era at Kota Pinang sub-district, 
Labuhan Batu regency. The method used is desaiptive research 

from the interview. The informants are the officers in the 
of village, member of regional development and the community. 

analysis of data is conducted using qualitative desaiptive analysis. 
The result of the research shows that after the regional autonomy 

routine budget and the development of sub-district in Kota Pinang, 
depend on the Regional Income Budget of regency. In the technology mastery, 

add the quality of service given, the ability of the officers 
increased Mostly, the officers do not able to operate the 
information technology. Thus, the readiness of the governmental officers 

added due to the progress of development. With the regional 
increases the role of the government of Kola Pinang sub-district. 
previously, it was as the administrative area and it changes into 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



ABSTRAK 

ANALISIS KINERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN DI ERA OTONOMI DAERAH 
DI KECAMATAN KOTA PINANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 

PROVINS! SUMATERA UTARA 
N a m a : Sayur Matua B Harahap, NPM : 081801094 

Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nom:or 22 Tahun 
2008 merupakan pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu. Penataan susunan organisasi dan tata kerja 
pemerintahan Kecamatan, maka berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 05 Tahun 
2009, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menetapkan pembentukan 7 (tujuh) kecamatan di 
wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, salah satu kecamatan yang dibentuk adat<lh Kecamatan Kota 
Pinang yang diharapkan dapat sebagai perpanjangan tangan Pemerintahan kabupaten dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu ada beberapa aspek yang 
harus dipersiapkan yaitu sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana. 

Penelitian ini bertujuan untuk Kinerja Pemerintahan Kecamatan di Kecamatan Kota Pinang 

Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Metode yang digunakan merupakan penelitian deskriftif 
dengan sumberdata diperoleh melalui wawancara. Informan diambil berasal dari perangkat 
pemerintahan kecamatan, kepala desa, anggota BPD dan masyarakat. Analisis data dilakukan 
dengan analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah adanya otonomi daerah, dalam 
membiayai anggaran rutin dan pembangunan Kecamatan Kota Pinang seluruhnya 
masih tergantung dari APBD Kabupaten. Dalam penguasaan teknologi untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan seperti pada saat sekarang ini, tingkat kemampuan 
aparat Kecamatan Kota Pinang masih perlu ditingkatkan. Kebanyakan dari pegawai 
yang ada masih belum menguasai komputer dan teknologi informasi. Dengan 
demikian kesiapan SDM Kecamatan Kota Pinang masih perlu terns diupayakan 
seiring kemajuan jaman. Dengan adanya otonomi daerah, telah meningkatkan peran 
Pemerintah Kecamatan Kata Pinang, karena Kecamatan yang <lulu merupakan 
wilayah administratif kini telah berubah menjadi Perangkat Daerah yang memiliki 
wilayah kerja dan bertindak sebagai fasilitator pembangunan di daerahnya, serta telah 
diberikan tambahan enangan dari Kabupaten untuk mengurus beberapa hal yang 
didelegasikan kepada Kecamatan. Tingkat keberhasilan pencapaian program atau 
kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kota Pinang sudah cukup baik, karena 
realisasi pencapaian kinerja Kecamatan Kota Pinang adalah 93, 5 % dari target yang 
ingin dicapai. Secara umum hasil-hasil dari program atau kebijakan yang 
dilaksanakan oleh Kecamatan Kota Pinang dapat memenuhi kebutuhan atau aspirasi 
warga masyarakat. Narnun secara menyeluruh, masih belum dapat karena 
keterbatasan anggaran yang ada, sehingga program dilaksanakan secara prioritas. 

Kata kunci : kinerja pemerintahan, pemerintah kecamatan, otonomi daerah. 
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1.1. Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Implementasi kebijakan otonomi daerah yang berdasar Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 telah menyebabkan terjadinya perubahan baik secara 

struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan 

Pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam rangka 

pelaksanaan asas desentralisasi, maka dibentuk dan disusun daerah Provinsi, 

daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini mengenal pula adanya tiga 

macam kewenangan, yakni desentrali asi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. 

Desenstralisasi dimaksudkan penyerahan wewenang pemerintahan oleh 

pemerintah (pusat) kepada daerah otonom, dekonsentrasi merupakan pelimpahan 

wewenang dari pemerintah kepada Gubemur sebagai wakil pemerintah dan I atau 

perangkat pusat di daerah, adapun tugas pembantuan adalah penugasan dari 

pemerintah kepada daerah dan desa dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas 

tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya 

manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya kepada yang 

menugaskan. 

Pemberian otonomi kepada daerah kabupaten I kota didasarkan atas asas 

desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, 

Pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam 

pelaksanaan asas desentralisasi, maka dibentuk dan disusun daerah 

kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

masyarakat. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini mengenal pula 

kewenangan, yakni desentrali asi, dekonsentrasi, dan tugas 

Desenstralisasi dimaksudkan penyerahan wewenang pemerintahan 

pemerintah (pusat) kepada daerah otonom, dekonsentrasi merupakan 

wewenang dari pemerintah kepada Gubemur sebagai wakil pemerintah 

perangkat pusat di daerah, adapun tugas pembantuan adalah penugasan 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



menyebabkan semua bidang pemerintahan yang diserahkan kepada daerah 

menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya, baik yang 

menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 

pengendalian dan evaluasi. Demikian juga dalam mengatur penyelenggaraan 

Pemerintahan kecamatan pada saat ini sepenuhnya menjadi tugas dan wewenang 

Pemerintahan kabupaten. 

Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka mengembalikan harkat dan 

martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam 

rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan percepatan 

pembangunan daerah dan pada akhimya diharapkan pula penciptaan cara 

berpemerintahan yang baik (Good Go ·ernance ). 

Adanya kewenangan urusan Pemerintahan daerah yang begitu luas yang 

diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah, dapat merupakan berkah 

bagi daerah namun sekaligus merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah 

untuk melaksanakannya, karena semakin bertambahnya urusan pemerintahan 

yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. 

Adanya keleluasaan kewenangan yang diberikan kepada setiap daerah 

otonom menuntut dilakukan penataan kelembagaan Pemerintahan, termasuk 

kelembagaan Pemerintahan kecamatan. Hal ini penting karena kecamatan tel�h 

berubah status dari lingkungan administrasi pemerintahan menjadi wilayah kerja 

camat sebagai perangkat daerah kabupaten I kota, serta perubahan fungsi utama 

pemerintah daerah yang semula sebagai promotor pembangunan menjadi 

fasilitator dan pelayanan masyarakat. 

2 

Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka mengembalikan 

martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik 

peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan 

pembangunan daerah dan pada akhimya diharapkan pula penciptaan 

berpemerintahan yang baik (Good Go Go ·ernance ·ernance ). 

Adanya kewenangan urusan Pemerintahan daerah yang begitu 

diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah, dapat merupakan 

daerah namun sekaligus merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah 

melaksanakannya, karena semakin bertambahnya urusan 

menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. 

Adanya keleluasaan kewenangan yang diberikan kepada setiap 
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